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BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

o

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2010
BUPATI LAMANDAU,

bahwa untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan
yang diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan roda
pemerintahan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Lamandau yang akan menjadi landasan bagi
pelaksanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan;

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2010 memuat keputusan atau kebijakan yang merupakan
kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang perlu
dilakukan sebagai tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah;

bahwa dengan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas, perlu
menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati Lamandau.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsia Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia
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Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005,
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005,
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4743);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007,
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor
4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 tentang
Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004
Nomor 01 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008
Nomor 27 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 28 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri
D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri
D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008
Nomor 31 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2009 Nomor 36 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2009 Nomor 37 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2009 Nomor 38 Seri A).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN



LAMANDAU TAHUN 2010.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini, yang dimaksud dengan :

1.

ok~

~
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11.

12.

13.

14.

15.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lamandau;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2010;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilakn keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa;

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan;

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah
rancangan program prioritas dan paotoak batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.

BAB 11
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH



Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 adalah pedoman
atau arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk satu tahun kedepan;

(2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 merupakan dasar
perumusan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Lamandau.

BAB I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Uraian terperinci pasal (2) Peraturan Bupati Lamandau ini sebagaimana terdapat dalam
lampiran Naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lamandau ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 25 Mei 2009
BUPATI LAMANDAU,
ttd

MARUKAN

Diundangkan di : Nanga Bulik



Pada tanggal : 25 Mei 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ttd
MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 102



